PERTEMUAN XIV

KEPEMILIKAN RUMAH OLEH ORANG ASING DI INDONESIA

Memasuki era globalisasi, Indonesia harus mampu menghadapi tantangan dan persaingan dari bangsa lain terutama menyangkut kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.  Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termaksud harus dapat memberikan kontribusi yang menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.  Modal dana dan sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam proses pembangunan, namun kurangnya modal dana dan rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia menyebabkan Indonesia harus mengundang investor asing serta melaksanakan proses alih teknologi dengan cara menggunakan tenaga kerja asing sebagai tenaga ahli yang tidak terlepas dari faktor kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal.  Kondisi hukum di Indonesia yang tidak memberi kesempatan pada orang asing tersebut di atas untuk dapat memiliki rumah sesuai dengan keinginan mereka, menimbulkan kurangnya minat para investor dan tenaga kerja asing itu untuk bekerja dan menanamkan modalnya di Indonesia, namun dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 40 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 1996 Tentang Pemilikan Rumah Oleh Orang Asing, permasalahan tersebut dapat sedikit teratasi.

Tinjauan Hukum Tentang  Rumah di Indonesia


Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman disebutkan bahwa rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.  Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa rumah merupakan sarana yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, karena rumah adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus terpenuhi, karena di dalam rumah itulah segala interaksi kehidupan dapat mulai dilakukan baik dengan sesama anggota keluarga maupun dengan pihak lainnya, dari rumah pulalah semangat hidup,  daya juang dan kasih sayang seseorang akan timbul.  Jadi jelas terbukti ketentuan mengenai definisi rumah sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa tidak hanya sebagai tempat tinggal tetapi juga sebagai sarana pembinaan keluarga.

Rumah dapat berbentuk rumah permanen atau semi permanen, horizontal atau vertikal (rumah susun).    Berdasarkan asas perlekatan vertikal yang dianut dalam KUH Perdata (Pasal 571 KUH Perdata), rumah merupakan benda tidak bergerak yang melekat dan tertancap menyatu pada tanah tempat rumah itu berdiri.  Perwujudan asas ini terlihat dalam hal pembuktian kepemilikan atas rumah menggunakan sertifikat yang sama dengan pembuktian kepemilikan atas tanahnya.  Asas perlekatan vertikal ini berbeda dengan asas pemisahan horizontal yang dianut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960.  Asas pemisahan horizontal yang berasal dari hukum adat ini, memisahkan tanah dengan benda lain yang melekat pada tanah itu, artinya pemilikan tanah terlepas dari benda-benda yang berada di atasnya sehingga pemilik hak atas tanah dengan pemilik rumah atau bangunan yang berada di atasnya dapat berbeda.  Tanah merupakan sesuatu yang mempunyai nilai khusus bersifat magis religius dalam adat menjadi salah satu alasan yang menyebabkan terpisahnya kepemilikan atas tanah dan rumah dalam hukum adat.  Berdasarkan asas Lex specialis derogat legi generali dalam hukum perdata Indonesia maka ketentuan-ketentuan Buku II KUH Perdata Tentang Benda sepanjang telah diatur dalam UUPA menjadi tidak berlaku lagi, dengan demikian seharusnya asas yang digunakan adalah asas pemisahan horizontal, berarti pembuktian hak atas tanah harus menggunakan sertifikat yang berbeda dengan pembuktian hak atas rumahnya, atau dengan kata lain, masing-masing (tanah dan rumah) memiliki sertifikat sebagai alat bukti yang sah, namun di Indonesia hal ini belum dapat dilaksanakan, dalam kenyataannya di lapangan seseorang yang memiliki suatu sertifikat hak atas tanah menganggap bahwa itu juga merupakan bukti haknya atas rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, namun apabila tanah dan rumah termaksud hendak di jual maka harga jualnya terdiri atas harga tanah dan harga rumah, artinya terdapat pemisahan antara rumah dan tanahnya, walaupun demikian tetap saja asas pemisahan horizontal sebagaimana telah dijelaskan tidak terwujud. 

Hak Pakai dan Pemilikan Rumah Oleh Orang Asing


Hak pakai merupakan salah satu hak atas tanah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang dapat diberikan kepada warga negara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan-badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia serta badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.  Berdasarkan Pasal 41 undang-undang tersebut, hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dengan perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.  Sebelum adanya PP Nomor 40 Tahun 1996 jo PP Nomor 41 Tahun 1996, orang asing di Indonesia tidak dapat memiliki rumah tinggal seperti selera dan keinginan mereka karena sesuai dengan ketentuan UUPA, orang asing tidak dapat mempunyai hak-hak tertentu atas tanah, hak yang dimaksud adalah hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan.  Orang asing hanya diperbolehkan mempunyai hak sewa atau hak pakai atas tanah dengan jangka waktu yang tidak ditetapkan secara tegas namun biasanya 10 (sepuluh) tahun, sedangkan jangka waktu penanaman modal asing di Indonesia dapat dilakukan lebih dari waktu tersebut.  Keterbatasan waktu ini menyebabkan orang asing di Indonesia terutama para investor dan tenaga ahli asing kurang berminat untuk bekerja dan atau menanamkan modalnya di Indonesia, hal ini terlihat dari masih kurangnya modal asing dan tenaga ahli asing dalam program penanaman modal asing dan alih teknologi di Indonesia dalam kurun waktu sebelum tahun 1996.  Namun setelah keluarnya PP Nomor 40 1996 jo PP Nomor 41 Tahun 1996, maka kendala-kendala di atas dapat sedikit teratasi walaupun kendala lain tetap ada yaitu faktor keamanan negara dan situasi politik dalam negeri Indonesia turut menentukan penanaman modal asing ini.  Peraturan Pemerintah tersebut mengatur beberapa ketentuan yang cukup menarik dalam dalam hubungannya dengan kepemilikan rumah oleh orang asing di Indonesia khususnya bagi para investor asing dan tenaga ahli asing.  Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) PP Nomor 40 1996, orang asing dapat mempunyai hak pakai atas tanah negara selama 25 tahun, diperpanjang 20 tahun dan dapat diperbaharui selama 25 tahun sehingga maksimal 70 tahun atau berdasarkan Pasal 48 PP Nomor 40 1996 orang asing dapat juga mempunyai hak pakai atas tanah hak milik seseorang selama 25 tahun, tidak dapat diperpanjang namun dapat diperbaharui selam 25 tahun sehingga maksimal 50 tahun.  Dengan demikian orang asing tersebut dapat mendirikan atau memiliki rumah diatas tanah hak pakai itu dengan leluasa karena jangka waktu hak pakai yang lebih lama, walaupun mereka tetap harus memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan dalam PP Nomor 41 1996.


Berdasarkan PP Nomor 41 1996 Tentang Pemilikan Rumah Oleh Orang Asing, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh orang asing untuk dapat memiliki rumah di Indonesia dan apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi maka rumah tersebut harus dialihkan.  Syarat-syarat tersebut adalah :

1. Orang asing yang dimaksud harus berkedudukan di Indonesia, artinya orang asing ini berdomisili secara berkala untuk kepentingan bisnis di Indonesia saja dengan jangka waktu tertentu (sesuai kebutuhan dan peraturan penanaman modal asing) sedangkan turis asing tidak diperkenankan memiliki rumah di Indonesia dan hal ini tidak terlepas dari masalah izin keimigrasian.

2. Orang asing tersebut hanya dapat memilik satu buah rumah, pembatasan ini dimaksudkan agar tujuan pemberian ijin memiliki rumah ini tetap terjaga yaitu hanya memberi dukungan bagi penyelenggaraan bisnis orang asing tersebut.

3. Kehadiran orang asing itu memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pembangunan khususnya program penanaman modal asing di Indonesia.

  Sebenarnya selain rumah yang didirikan diatas tanah hak pakai, berdasarkan asas pemisahan horizontal yang dianut UUPA, orang asing juga dapat memiliki rumah yang berbentuk vertikal seperti rumah susun bersistem strata title atau rumah berbentuk flat/apartemen dengan memperhatikan ketentuan mengenai perumahan,   dimana orang asing hanya mempunyai kepemilikan atas satuan rumah susun/apartemennya saja namun tidak hak atas tanahnya, sehingga tidak menjadi masalah apabila orang asing memiliki satuan rumah susun/apartemen yang didirikan diatas tanah dengan hak milik atau HGB, dengan catatan syarat-syarat untuk dapat memiliki rumah bagi orang asing sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya harus terpenuhi, apabila syarat-syarat termaksud tidak terpenuhi maka rumah yang dimiliki orang asing tersebut harus diserahkan kepada pemilik semula dengan atau tanpa pengembalian uang pembelian rumah itu, sehingga asas pemisahan horizontal dan asas nasionalitas masih tetap dilaksanakan, namun selama ini (terutama sebelum adanya PP No.40 1996 jo PP No. 41 1996) orang asing hanya dapat menggunakan hak sewa terhadap apartemen tersebut, menggunakan  ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian antara orang asing itu dengan pemilik apartemen.


Dengan demikian, pemilikan rumah oleh orang asing akan lebih efektif apabila dilakukan dengan menerapkan asas pemisahan horizontal, karena dengan asas ini pemilikan rumah tersebut tidak berarti memiliki tanahnya artinya sertifikat kepemilikan rumah terpisah dari sertifikat kepemilikan tanahnya dan orang asing hanya dapat memiliki rumahnya  yang berjumlah satu buah saja, sehingga tidak menjadi masalah apabila rumah tersebut didirikan di atas tanah HGB atau tanah hak milik, sehingga asas nasionalitas sebagaimana diatur dalam UUPA tidak dilanggar, namun karena di Indonesia belum ada pengsertifikatan atas rumah maka sementara ini orang asing hanya dapat memiliki rumah yang didirikan di atas  hak pakai saja.  
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